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MENGANALISIS ISU SUSTAINABILITY DAN PELAPORAN SDGs

I. PENDAHULUAN
Pembangunan berkelanjutan atau sustainability kini menjadi isu penting bagi perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan mulai menyadari bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mendukung hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Sustainable Development Goals (SDGs) sejak tahun 2015 sebagai panduan global. Di Indonesia, pemerintah juga mendorong penerapan SDGs melalui berbagai kebijakan agar perusahaan ikut berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, perusahaan diwajibkan membuat Sustainability Report atau laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Laporan ini berisi informasi tentang kegiatan perusahaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan jurnal karya Yoko Tristiarto dkk. (2024), penerapan indikator ekonomi dalam SDGs justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan indikator ekonomi dalam Sustainability Report berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan memang memerlukan biaya, tetapi dalam jangka panjang dapat meningkatkan citra dan kinerja perusahaan.
II. TINJAUAN TEORI
1. Pengertian Akuntansi Keberlanjutan
Akuntansi keberlanjutan adalah cara pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya memperhatikan keuntungan perusahaan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Akuntansi keberlanjutan membantu perusahaan mencatat, mengukur, dan melaporkan berbagai aspek kinerja secara lengkap, sehingga tidak hanya fokus pada laba saja. Dengan pendekatan ini, perusahaan diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Tujuan Akuntansi Keberlanjutan
Tujuan utama dari akuntansi keberlanjutan adalah agar perusahaan bisa memberikan laporan yang jujur dan transparan kepada masyarakat serta para pihak yang memperhatikan kepentingannya. Laporan ini menjelaskan bagaimana perusahaan menjaga lingkungan, memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya laporan keberlanjutan, perusahaan dinilai bukan hanya dari besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan sikap peduli terhadap lingkungan yang mereka tunjukkan.

3. Pelaporan SDGs
Sustainable Development Goals atau SDGs adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, SDGs berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan yang menunjukkan seberapa besar kontribusi mereka terhadap tujuan-tujuan global seperti mengurangi kemiskinan, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melaporkan SDGs, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan secara jelas dan terbuka.

4. Hubungan Akuntansi Keberlanjutan dan SDGs
Akuntansi keberlanjutan sangat berkaitan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) karena keduanya sama-sama menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi keberlanjutan, perusahaan bisa mengukur dan melaporkan kontribusi mereka terhadap berbagai target SDGs. Laporan ini menjadi bukti bahwa perusahaan secara aktif mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan bukan hanya berfungsi untuk mencatat keuangan, tetapi juga menjadi cara untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

III. PEMBAHASAN
1. Pengertian Sustanbility dan Pelaporan SDGs
‘Sustainability’ atau keberlanjutan adalah istilah yang kini semakin dikenal luas, terutama di kalangan akademisi dan pelaku bisnis. Keberlanjutan (sustainability) menjadi isu utama yang menarik perhatian berbagai pihak, seperti perusahaan, akademisi, aktivis lingkungan, regulator, dan para profesional dalam beberapa dekade terakhir. Perusahaan dipandang sebagai aktor penting yang berperan besar dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan perusahaan menjadi hal yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang di ketiga bidang tersebut  ekonomi, sosial, dan lingkungan.(Meutie, 2020)

Akuntansi keberlanjutan merupakan kontribusi akuntansi terhadap pembangunan berkelanjutan. Akuntansi keberlanjutan telah berkembang pesat di banyak negara. Akuntansi keberlanjutan muncul dari kebutuhan untuk memastikan bahwa akuntansi berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kepedulian ini mendorong perkembangan awal akuntansi keberlanjutan.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan agenda global PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada 2030. Pelaporan SDGs dalam konteks korporasi berarti bahwa perusahaan menyampaikan bagaimana aktivitasnya berkontribusi terhadap atau berdampak pada SDGs-tersebut. (Rifai & Ramadhan, 2024) Dalam konteks akuntansi lingkungan, pelaporan SDGs bisa dilihat sebagai bagian dari pelaporan keberlanjutan: perusahaan selain melaporkan kinerja keuangan, juga melaporkan bagaimana mereka mendukung SDGs melalui kegiatan‐lingkungan dan sosial. Misalnya penelitian “Green Accounting Perspective on Sustainability Development Goals” menemukan bahwa pengungkapan ESG (environmental, social, governance) dan kinerja lingkungan secara signifikan mempengaruhi pencapaian SDGs.

2. Peran Akuntansi Lingkungan 
A. Definisi singkat dan fungsi dasar akuntansi lingkungan
Akuntansi lingkungan (green/environmental accounting) adalah perluasan praktik akuntansi tradisional yang memasukkan pengukuran, pencatatan, dan pelaporan biaya serta manfaat lingkungan misalnya biaya pengelolaan limbah, kewajiban restorasi, alokasi biaya emisi, dan nilai layanan ekosistem ke dalam sistem akuntansi organisasi. Fungsi dasarnya adalah membuat informasi lingkungan menjadi kuantitatif dan dapat dibandingkan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial dan komunikasi eksternal.

B. Menyediakan basis pengukuran yang terintegrasi untuk pelaporan berkelanjutan
Salah satu peran paling penting akuntansi lingkungan adalah menyuplai metrik dan basis pengukuran (misalnya emisi CO₂ per unit produksi, biaya internal atas polusi, biaya siklus hidup produk) yang dapat diintegrasikan ke laporan keberlanjutan (sustainability reports) atau laporan terintegrasi. Dengan menyajikan angka kuantitatif yang terukur, akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan menautkan dampak lingkungan ke indikator kinerja keuangan dan operasional sehingga laporan berkelanjutan menjadi lebih berbobot dan relevan bagi pemangku kepentingan. Studi tinjauan metaanalisis menunjukkan perkembangan teknis ini merupakan tema sentral literatur modern terkait green accounting. 
C. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas laporan
Ketika akuntansi lingkungan menerapkan metode pengukuran yang sistematis dan (semakin) distandarisasi, informasi lingkungan yang disajikan dalam laporan menjadi lebih dapat diuji, dibandingkan, dan diaudit. Hal ini memperkuat kredibilitas klaim perusahaan tentang kinerja lingkungan (misalnya pengurangan emisi, efisiensi energi). Dengan demikian, akuntansi lingkungan membantu menjembatani klaim non-keuangan (narasi) dan bukti kuantitatif yang dibutuhkan investor, regulator, dan masyarakat. Penelitian empiris dan survei pada praktisi akuntansi menegaskan peran praktis akuntan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. 
D. Memfasilitasi pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko
Informasi yang dihasilkan akuntansi lingkungan dapat dimasukkan ke dalam proses budgeting, costing, dan investment appraisal mis. internalisasi biaya lingkungan pada pemilihan teknologi, analisis biaya-manfaat proyek, dan penentuan harga produk. Dengan cara ini perusahaan dapat mengidentifikasi trade-offs antara tujuan ekonomi dan lingkungan, mengelola risiko regulasi/klasifikasi (carbon pricing, kewajiban pembuangan), serta merencanakan investasi pengurangan dampak lingkungan. Literasi akuntansi lingkungan pada level manajerial meningkatkan kemampuan organisasi untuk merespon tekanan eksternal (regulasi, pasar) secara proaktif. 
E. Mendukung harmonisasi pelaporan: dari sukarela ke terstandar
Perkembangan standar pelaporan (GRI, ISSB, standar nasional) mendorong kebutuhan data lingkungan yang konsisten. Akuntansi lingkungan, dengan teknik pengukuran dan pengklasifikasian (operasional vs. finansial; scope 1–3 emisi; lifecycle costing), menjadi sumber data primer bagi penyusunan disclosure yang memenuhi persyaratan standar tersebut. Literatur review sistematis menunjukkan penelitian dan praktik semakin menyorot hubungan antara praktik akuntansi hijau dan kualitas laporan lingkungan/keberlanjutan. 
F. Tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan
Meski berperan besar, akuntansi lingkungan menghadapi sejumlah kendala: 
(a). Masalah metodologis (penetapan nilai moneter untuk jasa ekosistem, ketidakpastian estimasi.
(b). Keterbatasan data historis dan verifikasi.
(c). Perbedaan praktik antar negara/perusahaan sehingga menyulitkan komparabilitas.
(d). Beban sumber daya untuk usaha kecil/menengah yang belum siap menerapkan sistem pengukuran komprehensif. Oleh karena itu, perbaikan metodologi, kapabilitas sistem informasi, dan penguatan assurance (assurance independen atas laporan lingkungan) menjadi prioritas agar peran akuntansi lingkungan optimal. Studi tentang praktik SME dan kebutuhan praktisi menegaskan hambatan implementasi ini. 

G. Implikasi teori akuntansi dan arah penelitian
Secara teoritis, integrasi akuntansi lingkungan ke pelaporan berkelanjutan menantang batasan tradisional teori pelaporan keuangan memaksa perluasan objek akuntansi (dari hanya entitas ekonomi ke natural capital) dan penelaahan ulang tujuan pelaporan (menyediakan informasi untuk keberlanjutan jangka panjang). Penelitian ke depan perlu fokus pada: 
(1). Pengembangan metrik kuantitatif yang robust untuk natural capital. (2). Mekanisme assurance dan governance yang efektif. 
(3). Studi empiris dampak konkret pengungkapan lingkungan terhadap keputusan investor dan nilai perusahaan. Semakin kuat bukti empiris, semakin besar kemungkinan praktik ini mewujud dalam standar reguler.

3. Tantangan dalam Pelaporan SDGs
Tantangan Pelaporan SDGs oleh Perusahaan antara lain:
1. Keterbatasan data, kualitas data, dan pengukuran (data availability & quality)
Perusahaan sering kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kontribusi terhadap target SDG (misal. emisi Scope 3, indikator sosial di rantai pasok). Data sering tidak terstandarisasi, terfragmentasi antar departemen, atau bergantung pada perkiraan dan asumsi sehingga menurunkan keandalan laporan. Ketiadaan metrik yang jelas untuk beberapa target SDG membuat perusahaan menggunakan indikator substitusi yang berbeda-beda, sehingga menghambat perbandingan antar perusahaan. Penelitian menunjukkan keterbatasan kapabilitas teknis dan kelemahan sistem pengumpulan data sebagai hambatan utama. 

2. Kurangnya standarisasi dan kerangka pelaporan yang mengikat
Meski ada banyak kerangka (GRI, SASB/ISSB, UN SDG Compass), belum ada konsensus global tunggal tentang bagaimana menghubungkan kinerja perusahaan langsung ke target SDG tertentu (misal. bagaimana memetakan kegiatan bisnis terhadap target SDG yang spesifik). Kondisi ini menghasilkan variasi besar dalam apa yang dilaporkan dan bagaimana menimbulkan masalah komparabilitas dan risiko greenwashing. Studi literatur menyoroti bahwa voluntary nature (bersifat sukarela) dari banyak pengungkapan SDG membuat praktik itu bersifat opportunistik bagi beberapa perusahaan. 
3. Materialitas dan prioritisasi SDG yang tepat
Perusahaan menghadapi dilema memilih SDG mana yang relevan (material) bagi bisnisnya. Banyak laporan hanya “menyentuh” SDG yang mudah dipuji publik, sementara mengabaikan target yang lebih material namun sensitif (misal emisi, kondisi tenaga kerja pada rantai pasok). Tanpa proses materiality yang robust  dan tanpa keterlibatan stakeholder yang bermakna pelaporan cenderung tidak mencerminkan risiko/kontribusi nyata terhadap SDG. Penelitian empiris menemukan pola pengungkapan selektif ini di banyak sampel perusahaan. 
4. Biaya, sumber daya, dan kapabilitas organisasi
Pelaporan SDG memerlukan investasi: tenaga ahli (sustainability managers, data scientists), sistem IT, audit/assurance eksternal, dan pelatihan. Perusahaan berukuran kecil-menengah terutama merasa terbebani biaya dan kurang kapasitas internal. Hal ini juga menjadi kendala di negara berkembang di mana dukungan infrastruktur dan regulasi kurang kuat. Literatur menemukan bahwa keterbatasan sumber daya organisasi secara signifikan membatasi adopsi pelaporan SDG yang berkualitas. 
5. Tantangan teknologi dan integrasi sistem informasi
Seiring meningkatnya ekspektasi pelaporan yang memiliki tingkat ketelitian seperti laporan keuangan, perusahaan memerlukan sistem pelacakan yang terintegrasi (ERP, platform pelaporan ESG). Banyak organisasi belum memiliki IT atau alat analitik yang memadai untuk mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data SDG dari operasi dan rantai pasok global sebuah temuan yang juga dikonfirmasi oleh survei industri. 
6. Assurance, verifikasi, dan kredibilitas (assurance gap)
Ketiadaan standar assurance yang baku untuk metrik SDG membuat verifikasi pihak ketiga menjadi kompleks dan mahal. Tanpa assurance yang kredibel, pelaporan SDG rentan dicurigai sebagai greenwashing. Studi menunjukkan adopsi assurance masih terbatas, dan praktik assurance berbeda-beda sehingga mengurangi kepercayaan stakeholder. 
7. Kompleksitas rantai pasok (scope dan tanggung jawab)
Banyak dampak material (misalnya emisi, kondisi kerja) terjadi di level pemasok. Mengumpulkan data dan mengimplementasikan perbaikan ke seluruh rantai pasok global sangat menantang  dari segi logistik, hukum, dan kontrol. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara klaim korporat dan dampak riil terhadap SDG. 
8. Governance, komitmen manajemen, dan insentif internal
Keberhasilan pelaporan SDG memerlukan komitmen manajemen puncak dan governance yang mengikat (misal KPI manajemen, kompensasi terkait sustainability). Tanpa pengintegrasian ke pengambilan keputusan strategis, pelaporan cenderung formalitas komunikasi eksternal saja. Penelitian menemukan bahwa motivasi perusahaan (legitimasi vs transformasi) memengaruhi kedalaman laporan SDG. 
9. Risiko greenwashing dan persepsi public
Karena standar dan praktik pelaporan masih berkembang, serta ada insentif reputasi, beberapa perusahaan mempublikasikan klaim SDG yang ambisius tanpa bukti pencapaian nyata. Risiko reputasi ini menuntut keterbukaan, indikator yang terukur, dan assurance independen agar laporan memiliki kredibilitas. Kajian empiris memperingatkan perlunya kehati-hatian stakeholder terhadap laporan yang tampak selektif. 
10. Konteks regulasi dan perbedaan lintas negara
Perbedaan regulasi dan tekanan stakeholder antar yurisdiksi (misalnya di Eropa vs negara berkembang) menyebabkan praktik pelaporan yang tidak seragam. Di sisi lain, adanya regulasi yang semakin ketat pada beberapa pasar mendorong kualitas, tetapi transisi regulasi juga menimbulkan beban kepatuhan tambahan. Studi lintas-negara menunjukkan pengaruh signifikan dari konteks institusional terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan SDG.

4. Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan
1. Adopsi dan Penerapan Standar Pelaporan yang Diakui Secara Internasional. Salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan adalah dengan mengadopsi standar pelaporan yang telah diakui secara global. Penerapan standar seperti GRI, SASB, atau ISSB membantu perusahaan menghasilkan laporan yang konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan secara internasional. Dengan adanya standar baku, informasi yang disampaikan menjadi lebih kredibel dan mudah dipahami oleh investor maupun publik. Hal ini juga membantu perusahaan menunjukkan komitmen nyata terhadap praktik keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sosial.(Lestari & Gangodawilage, 2025) 

Selain itu, dukungan pemerintah dan regulator sangat diperlukan untuk memperkuat penerapan standar tersebut. Lembaga pengawas keuangan di Indonesia dapat menetapkan aturan yang mewajibkan atau mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan dengan kerangka kerja yang jelas. Dengan adanya dorongan regulasi, perusahaan tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga memastikan keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Pendekatan ini menciptakan sistem pelaporan yang lebih terpercaya dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Data, Pengukuran, dan Integrasi Akuntansi Lingkungan Kualitas. Data merupakan inti dari pelaporan keberlanjutan yang baik. Perusahaan perlu membangun sistem yang mampu mengukur dan mencatat biaya lingkungan, emisi, penggunaan energi, air, dan limbah secara akurat. Data yang valid akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap isi laporan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti. Pendekatan ini juga mendorong perusahaan untuk memahami hubungan antara aktivitas bisnis dengan dampak lingkungan, sehingga pelaporan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan terukur.(Maharani & Akbar, 2025) 

Untuk memperkuat sistem ini, integrasi antara sistem akuntansi keuangan dan akuntansi lingkungan menjadi sangat penting. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menghubungkan data finansial dengan data lingkungan dalam satu sistem terpadu. Selain itu, perusahaan harus menjelaskan metodol perusahaan harus menjelaskan metodologi, asumsi, serta batasan yang digunakan dalam proses pengukuran agar pembaca memahami konteks dan keandalan data. Transparansi seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen pada pelaporan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penguatan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Komitmen Manajemen. Tata kelola perusahaan yang kuat menjadi fondasi utama bagi kualitas laporan keberlanjutan. Dewan komisaris, komite audit, dan manajemen puncak perlu memahami pentingnya pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif. Perusahaan yang memiliki sistem tata kelola baik biasanya lebih terbuka dalam mengungkapkan kinerja lingkungannya dan lebih siap menghadapi tuntutan transparansi dari publik. Hal ini menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan tujuan ekonomi perusahaan.(Rumaningsih & Rusmanto, 2024) 

Selain struktur tata kelola, budaya organisasi juga berperan besar. Manajemen perlu menanamkan nilai-nilai keberlanjutan ke seluruh lini perusahaan agar setiap unit berperan aktif dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan. Ketika pelaporan keberlanjutan menjadi bagian dari budaya kerja, perusahaan akan lebih mudah mempertahankan konsistensi dan kualitas informasi dari tahun ke tahun. Komitmen manajemen puncak menjadi penentu sejauh mana pelaporan ini mencerminkan kinerja dan tanggung jawab nyata perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

4. Pengembangan Kompetensi Akuntan dan Audit Eksternal. Kualitas pelaporan keberlanjutan juga bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, terutama akuntan dan auditor. Mereka harus memiliki kemampuan teknis dalam akuntansi lingkungan, memahami indikator keberlanjutan, dan mampu menginterpretasikan data nonkeuangan secara akurat. Akuntan yang terlatih dapat membantu perusahaan menilai dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan dan sosial secara lebih objektif. Dengan demikian, pelaporan menjadi tidak hanya formalitas, tetapi sarana pengambilan keputusan yang berdampak strategis.(Situmorang & Bimo, 2023)

Selain kompetensi internal, keterlibatan audit eksternal juga sangat penting untuk memastikan keandalan laporan. Audit atau assurance independen meningkatkan kepercayaan publik terhadap isi laporan dan mencegah manipulasi data. Pemerintah maupun lembaga profesi perlu menyediakan pelatihan dan sertifikasi khusus untuk mendukung akuntan dalam menghadapi perkembangan pelaporan keberlanjutan. Dengan demikian, kualitas laporan akan meningkat seiring dengan meningkatnya profesionalisme pelaku di bidang akuntansi lingkungan.


5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dan Keterlibatan Pihak Eksternal. Perusahaan perlu menjalin komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan untuk memahami isu keberlanjutan yang relevan dengan kegiatan operasionalnya. Melalui dialog dengan masyarakat, pemerintah, investor, dan lembaga non-pemerintah, perusahaan dapat menentukan prioritas pelaporan yang sesuai dengan harapan publik. Kolaborasi ini membantu perusahaan menghasilkan laporan yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan lingkungan yang nyata. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan juga memperkaya isi laporan dan memperkuat hubungan kepercayaan. 
Keterlibatan pihak eksternal dalam proses verifikasi dan validasi data juga sangat membantu meningkatkan kredibilitas laporan. Dengan melibatkan pihak independen, perusahaan dapat memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, mekanisme umpan balik dari para pemangku kepentingan memungkinkan perusahaan untuk terus memperbaiki kualitas pelaporannya setiap tahun. Proses ini menciptakan sistem pelaporan yang dinamis, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan publik. 

IV. PENUTUP
Akuntansi keberlanjutan dan pelaporan SDGs memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip akuntansi lingkungan, perusahaan bisa mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan secara jujur dan terbuka. Meskipun masih ada berbagai tantangan, seperti kurangnya data yang cukup, belum ada standar pelaporan yang jelas, serta risiko greenwashing, upaya meningkatkan kualitas pelaporan bisa dilakukan dengan menerapkan standar internasional, memperkuat pengelolaan perusahaan, meningkatkan kemampuan akuntan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan tidak hanya berupa alat pelaporan, tetapi juga merupakan strategi penting untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

V. STUDI KASUS 
Studi kasus mengenai isu sustainability dan pelaporan SDGs di PT Pertamina menjelaskan bagaimana perusahaan ini mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi bisnisnya melalui pelaporan keberlanjutan. PT Pertamina, sebagai perusahaan energi milik negara, berkomitmen menjalankan praktek keberlanjutan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan berbasis standar GRI yang juga memetakan kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs.

Dalam pelaporan tahun 2021, PT Pertamina mengungkapkan beberapa pencapaian utama seperti pengembangan energi bersih (SDG 7), pelatihan dan pemberdayaan karyawan serta masyarakat (SDG 8), serta pengurangan emisi gas rumah kaca terkait perubahan iklim (SDG 13). Namun demikian, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengukur kontribusi SDGs secara kuantitatif yang valid dan dapat diverifikasi oleh auditor eksternal sehingga laporan cenderung masih bersifat umum.

Pelaporan keberlanjutan yang dibuat oleh Pertamina menjadi alat penting untuk transparansi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan, serta mendukung reputasi perusahaan dan keterlibatan stakeholder. Akuntansi keberlanjutan di perusahaan ini berperan besar dalam menjamin integritas data dan sistem pelaporan yang sesuai standar sehingga dapat mencerminkan proses penciptaan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, studi kasus PT Pertamina menunjukkan pentingnya integrasi CSR dan sustainability reporting untuk mendorong pencapaian SDGs, serta perlunya pengembangan metode pelaporan yang lebih akurat dan auditabel guna memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam keberlanjutan.

SOLUSI
Solusi untuk meningkatkan pelaporan SDGs dan isu sustainability di PT Pertamina dapat meliputi beberapa langkah konkret berikut:
1. Penguatan Sistem Pengukuran dan Pelaporan  
Memperbaiki sistem pengumpulan data untuk indikator SDGs agar lebih terukur secara kuantitatif dan dapat diaudit. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi standar pelaporan yang lebih spesifik dan relevan, serta menerapkan teknologi digital untuk otomasi pelaporan sehingga transparansi dan kualitas data meningkat.
2. Integrasi SDGs dalam Strategi Bisnis & Operasional  
Mengintegrasikan target SDGs ke dalam setiap lini bisnis dan proses operasional secara menyeluruh, bukan hanya pada aktivitas CSR. Contohnya, program-program energi terbarukan dan efisiensi energi yang konsisten serta pelibatan unit bisnis dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan.
3. Peningkatan Kapasitas Akuntan dan Auditor Internal  
 Melatih akuntan dan auditor internal mengenai prinsip-prinsip sustainability accounting dan SDGs reporting. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaporan dapat diverifikasi dengan andal dan risiko greenwashing dapat diminimalkan.
4. Pelibatan Stakeholder yang Lebih Luas  
Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses pelaporan, termasuk komunitas lokal dan mitra bisnis. Keterlibatan ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan relevansi laporan keberlanjutan.
5. Inisiasi Program Berkelanjutan Berbasis ESG  
Mengembangkan program-program berkelanjutan seperti pengolahan limbah seragam (#2Renew1), pengelolaan limbah organik menjadi pupuk kompos, dan pelestarian lingkungan yang mendukung prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta memperkuat kontribusi terhadap SDGs poin terkait.
6. Pemanfaatan Digitalisasi dan Inovasi Teknologi
 Implementasi teknologi informasi dan solusi digital untuk mempermudah tracking, pelaporan, dan analisis data terkait keberlanjutan serta dampak SDGs yang terjadi secara real-time.
Dengan langkah-langkah tersebut, PT Pertamina diharapkan mampu menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih akurat, transparan, dan terpercaya, sekaligus mendukung pencapaian SDGs secara efektif dalam jangka panjang.
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